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 BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang umumnya disingkat DJBC atau 

Bea dan Cukai, merupakan lembaga pemerintah yang memberikan layanan 

kepada masyarakat dalam ranah kepabeanan dan cukai. Direktorat Jenderal Bea 

dan Cukai, yang berperan aktif dalam pengelolaan keuangan negara, memiliki 

tanggung jawab yang erat hubungannya dengan pengelolaan keuangan negara. 

Tanggung jawab tersebut mencakup pengumpulan berbagai jenis pajak pada saat 

impor, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 

impor, Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM), dan cukai. Seperti yang 

diketahui, kontribusi terbesar terhadap pendapatan negara berasal dari sektor 

pajak, termasuk didalamnya adalah bea masuk dan cukai yang dikelola oleh 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.1 Di samping itu, fungsi Bea dan Cukai juga 

mencakup penyusunan dan implementasi kebijakan dalam hal pengawasan, 

penegakan hukum, pelayanan, dan peningkatan penerimaan negara di sektor 

kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Di Indonesia, tindak pidana penyelundupan saat ini dijelaskan dan diatur 

oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang merupakan perubahan dari 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang selanjutnya 

dikenal sebagai Undang-Undang Kepabeanan. Prinsip dasar dari Undang-

                                                           
1Isnawati Septiningsih, Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dalam Menangani 

Penyelundupan Narkoba, Seminar Korupsi, Universitas Surakarta, 2014, hlm. 3 
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Undang Kepabeanan adalah untuk meningkatkan kepastian hukum, keadilan, 

transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan.

Institusi Kepabeanan mencakup semua aspek terkait pengawasan terhadap 

pergerakan barang yang keluar atau masuk ke wilayah kepabeanan, termasuk 

pengenaan bea masuk dan bea keluar. Penyelenggaraan institusi pabean ini 

dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam konteks pelaksanaan 

tugas pemerintahan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berada di bawah kendali 

Menteri Keuangan dan dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 

Selain melakukan pungutan bea masuk, cukai, dan pajak lainnya, Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai juga memiliki peran dalam pengawasan, penyidikan, dan 

penegakan hukum pidana. 

Berdasarkan peraturan dalam Undang-Undang Kepabeanan, disebutkan 

bahwa pengawasan terhadap barang yang masuk dan keluar dari wilayah pabean 

menjadi tanggung jawab Bea Cukai. Sebagai lembaga khusus yang menangani 

pergerakan barang, Bea Cukai diharapkan meningkatkan kinerjanya di wilayah 

pabean, termasuk di darat, perairan, dan ruang udara. Hal ini dilakukan karena 

sering kali kasus penyelundupan terjadi di daerah-daerah tersebut.2  

Undang-Undang Kepabeanan ini dapat menjadi payung hukum dalam 

setiap kegiatan ekspor dan impor yang tentunya juga sebagai upaya dalam 

meningkatkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang didasari atas 

meningkatnya arus perdagangan internasional. Undang-undang ini juga 

                                                           
2Nur Ayuni, Peranan Bea Dan Cukai Dalam Memberantas Penyelundupan Narkotika, Jurnal 

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makasar hlm, 14. 

http://eprints.unm.ac.id/139221/1/JURNAL.pdf diakses pada tanggal 13 Desember 2022. 

http://eprints.unm.ac.id/139221/1/JURNAL.pdf
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bertujuan untuk melancarkan arus keluar masuknya barang dari luar dan juga 

kedalam Indonesia, serta dapat meningkatkan pengawasan lalu lintas keluar 

masuknya barang ke dalam daerah Indonesia dan juga mencegah segala macam 

tindak pidana yang berkaitan dengan kepabeanan.3 

Dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan 

pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

yang didalamnya terkandung asas keadilan, menjunjung tinggi hak setiap 

anggota masyarakat, dan menempatkan kewajiban pabean sebagai kewajiban 

kenegaraan yang mencerminkan peran serta anggota masyarakat dalam 

menghimpun dana melalui pembayaran bea masuk, maka peraturan perundang-

undangan Kepabeanan ini sebagai bagian dari hukum fiskal harus dapat 

menjamin perlindungan kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, orang, 

dan dokumen, penerimaan bea masuk yang optimal, dan dapat menciptakan 

iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional. Karena 

adanya kewajiban untuk mewujudkan dan menjamin perlindungan dan 

kepentingan masyarakat. Unsur-unsur pidana dalam tindak pidana di bidang 

kepabeanan adalah: 

1. Setiap orang, baik orang perseorangan maupun badan hukum, yang  

2. Secara hukum melanggar kewajiban yaitu sesuai diatur semua ketentuan yang 

diatur dalam undang-undang kepabeanan. Dan dipenuhi sesuai peraturan.4 

                                                           
3Nadhif Abdiel Widatha Dkk, Studi Kasus Pemidanaan Terhadap Korporasi Yang Tidak 

Dituntut Dalam Tindak Pidana Kepabeanan Sebagaimana Diputus Dalam Putusan Pengadilan 

Negeri Sidoarjo Nomor 34/Pid.Sus/2019/Pn.Sda, COMSERVA: (Jurnal Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat) - Vol. 2 (09) Januari 2023 - (1702-1719) hlm. 1703. Diakses pada tanggal 27 juli 2023.  
4Azis Syamsuddin, Tindak Pidana khusus, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 72 
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Kerumitan tindak pidana penyelundupan harus diimbangi dengan 

pengaturan secara terpadu dalam bentuk hukum dan perundang-undangan 

tentang kepabeanan maupun dalam pelaksanaanya untuk lebih menjamin 

kepastian hukum, sehingga dapat mendukung kelancaran arus barang dan 

meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau 

keluar dari daerah pabean.5 

Sesuai dengan undang menyatakan bahwa barang yang berdasarkan bukti 

permulaan diduga terkait dengan tindakan terorisme dan/atau kejahatan lintas 

negara dapat dilakukan penindakan oleh pejabat bea dan cukai. Undang-undang 

kepabeaan dalam hal ini menpunyai kewenangan dalam tindak pidana 

penyelundupan yang kemudian di atur pada:  

Undang-Undang Kepabeanan Pasal 78 yang menyatakan : pejabat bea 

cukai berwenang untuk mengunci ,menyegel, dan/atau melekatkan tanda 

pengaman yang yang diperlukan terhadap barang impor yang belum 

diselesaikan kewajiban pabeannya dan barang ekspor atau barang lain 

yang harus diawasi menurut Undang-Undang ini yang berada di sarana 

pengangkut, tempat penimbunan atau tempat lain”. Pasal ini 

menggambarkan kewenangan bea dan cukai guna untuk mengantisipasi 

adanya penyelundupan. 

 

Pengaturan kewenangan terhadap penyelundupan kemudian diatur pada 

Pasal 82  Undang-Undang Kepabeanan menyatakan:  

1. Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan pabean atas 

barang impor atau barang ekspor setelah pemberitahuan pabean 

diserahkan.” 

2. Pejabat bea dan  cukai berwenang meminta importir, eksportir, 

pengangkut, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha 

tempat penimbunan berikat, atau yang mewakilinya menyerahkan 

                                                           
5Rina Sofian, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ekpor dan 

Impor Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, Lex Crimen 

Vol.VIII/No. No.9 Sep 2019, hlm 13. Diakses pada tanggal 22 Desember 2022  



5 
 

 
 

barang untuk diperiksa, membuka sarana pengangkut atau bagiannya, 

dan membuka setiap bungkusan atau pengemas yang akan diperiksa. 

3. Jika permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi:  

a. pejabat bea dan cukai berwenang melakukan tindakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) atas risiko dan biaya yang bersangkutan; dan  

b. yang bersangkutan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 

Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). 

 

Undang-Undang Kepabeanan Pasal 82 ini merupakan peranan bea dan 

cukai  dalam pencegahan  dan juga penanganan penyelundupan yang terjadi di 

daerah kepabean.” Yang kemudian dalam menjalankan kewenangan tersebut bea 

cukai juga dapat meninta bantuan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara 

Nasional Indonesia dan /atau Instansi lainnya. Untuk kepentingan pengawasan, 

pejabat bea cukai juga mempunyai kewenangan sesuai dengan undang-undang 

Kepabeanan sesuai dengan Pasal 82A yang menyatakan: “1. untuk kepentingan 

pengawasan, pejabat bea cukai berwenang  melakukan pemeriksaan karena 

jabatan atas fisik barang impor dan ekpor sebelum atau sesudah pemberitahuan 

pabean disampaikan.” 

Undang-Undang Kepabeanan Pasal 85 menyatakan: bahwa Pejabat Bea 

dan Cukai juga dapat memberikan persetujuan impor dan ekspor setelah 

pemberitahuan pabean yang telah memenuhi persyaratan diterima dan hasil 

pemeriksan barang tersebut sesuai dengan pemberitahuan pabean, pejabat bea 

cukai juga berwenang dalam menunda permberian persetujuan jika tidak 

memenuhi syarat. Pejabat bea cukai juga berwenang dalam melakukan audit 

kepabeanan terhadap importir,eksportir maupun pengusaha sesuai dengan 

ketentuan yang ada dalam undang-undang kepabeanana Pasal 86. Dan juga 

dalam menjalankan tugasnya dalam penanganan penyelundupan sesuai dengan 
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pengaturannya pejabat bea cukai berwenang dalam memasuki dan memeriksa 

bangunan atau tempat penimbunan barang impor dan juga ekpsor, dan juga 

berwenang dalam menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut beserta 

dengen barangnya, dan juga berwenang dalam menghentikan pembongkaran 

barang dari sarana pengangkut jika tidak sesuai dengan pemberitahuan 

kepabeanan. Kewenangan tersebut dituangkan dalam Pasal 88, Pasal 90 undang-

undang kepabeanan.  

Potensi terjadinya pelanggaran atau kejahatan di sektor Kepabeanan 

memang besar dan dapat menyebabkan kerugian baik bagi negara maupun sektor 

swasta. Berbagai motif mendorong tindakan di sektor ini, baik untuk keuntungan 

pribadi maupun dengan maksud merugikan suatu negara. Sebagai contoh, 

tindakan penyelundupan narkoba ke suatu negara dapat dilihat dari perspektif 

ekonomi, di mana pelaku berupaya menguntungkan diri secara finansial. 

Namun, di sisi lain, tindakan tersebut juga dapat diartikan sebagai upaya 

merusak suatu bangsa dengan cara meracuni masyarakat menggunakan 

narkoba.6 

Menurut Andi Hamzah, Penyelundupan adalah merupakan gejala sehari- 

hari, dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyi- sembunyi 

memasukkan atau mengeluarkan barang- barang ke atau dari dalam negeri 

                                                           
6Rivaldo Purnomo Rumaratu dkk, Kedudukan Sanksi Pidana Terhadap Impor Barang Ilegal 

Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Lex Crimen Vol. IX/No. 4/Okt-Des/2020, 

hlm 35. di akses pada tanggal 13 Desember 2022. 
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dengan latar belakang tertentu.7 Penyelundupan dalam perspektif undang-

undang  Kepabeanan dapat dijelaskan dalam rumusan Pasal 102 menyatakan “ 

setiap orang yang: 

a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2) 

b. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau di tempat lain 

tanpa izin kepala kantor pabean; 

c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberithuan 

pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (3) 

d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam 

pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan 

dan/atau diizinkan  

e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum  

f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban 

pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat lain di bawah 

pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabatbea dan cukai yang 

mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan 

Undang-Undang ini; 

g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau 

tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan 

dan tidak dapt membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; 

atau  

h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan atau jumlah barang impor 

dalam pemberitahuan pabean secara salah, 

Pidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan 

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan penjara pidana paling 

lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 

Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 

Rp5.000.000.000.00 ( lima miliar rupiah). 

 

Tindak pidana penyelundupan dalam penulisan ini tidak termasuk 

penyelundupan manusia ke antarnegara, karena pengertian tentang 

penyelundupan hanya digunakan khusus untuk kegiatan ekspor dan impor 

barang saja.  Penyelundupan narkotika merupakan salah satu bentuk pelanggaran 

                                                           
7Ryan Merianto, Tindak Pindana Penyelundupan Sebagai Delik Ekonomi, Jurnal Lex Crimen 

Vol. IV/No. 8/Okt/2015, hlm.3. https://media.neliti.com/media/publications/3387-ID-tindak-

pindana-penyelundupan-sebagai-delik-ekonomi.pdf di akses pada tanggal 13 Desember 2022 

https://media.neliti.com/media/publications/3387-ID-tindak-pindana-penyelundupan-sebagai-delik-ekonomi.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/3387-ID-tindak-pindana-penyelundupan-sebagai-delik-ekonomi.pdf
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dalam bidang kepabeaan yang tentunya akan berdampak kepada pemasukan 

negara dan juga merupakan perbuatan melanggar hukum, maka guna mencegah 

dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sangat 

merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, 

maka diperlukan peraturan Perundang-Undangan khusus yang mengatur 

mengenai tindak pidana narkotika. Penyalahgunaan narkotika sudah melibatkan 

banyak unsur. Para kartel narkotika sangat berperan dalam tingginya peredaran 

narkotika di Indonesia. 

Tantangan penyelundupan narkotika di Indonesia menjadi isu yang 

tersembunyi dan berpotensi merugikan karena letak geografisnya yang strategis, 

terletak di antara dua benua dan dikelilingi oleh dua samudra. Meningkatnya 

kasus penyelundupan narkotika di Indonesia menjadi ancaman serius dan 

mengkhawatirkan. Lebih parahnya, tindak pidana ini semakin marak dilakukan 

oleh Warga Negara Asing (WNA). Keadaan Indonesia semakin memprihatinkan 

dengan masalah narkotika yang telah menyebar ke berbagai lapisan masyarakat.8 

Ketentuan tentang tindak pidana narkotika di atur di dalam:  

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 

Pembentukan Undang-Undang tersebut mencerminkan keseriusan 

Indonesia dalam mendukung upaya bersama komunitas internasional dalam 

memerangi segala jenis tindak pidana narkotika dan psikotropika. Hal ini 

terwujud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang 

                                                           
8I komang suparta, Upaya Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Menanggulangi Tindak 

Pidana Penyelundupan Narkotika Oleh Warga Negara Asing (Wna), jurnal Fakultas Hukum 

Universitas Brawijaya, hlm. 4. 
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bertujuan untuk mengatur, mengawasi, dan menindak peredaran serta 

penyalahgunaan narkotika. 

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 

tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan   

penurunan   atau perubahan  kesadaran,  hilangnya  rasa,  mengurangi  sampai  

menghilangkan  rasa nyeri,  dan  dapat  menimbulkan  ketergantungan.  Di  satu  

sisi  narkotika  merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang 

pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan.   

Namun, di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan 

apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat 

dan seksama.9 

Penyebaran narkotika dapat terjadi melalui penyelundupan menggunakan 

jalur udara, laut, dan darat. Oleh karena itu, peran Bea dan Cukai dalam 

memerangi penyelundupan narkotika sangat penting, karena tindak pidana 

penyelundupan ini melanggar aturan dalam kegiatan ekspor dan impor, yang 

pada akhirnya merugikan negara. Kerugian negara yang dimaksud dapat 

bersumber dari kekurangan uang yang jelas dan dapat dihitung, akibat 

pelanggaran hukum baik dengan sengaja maupun karena kelalaian. Kerugian ini 

berasal dari pungutan negara yang tidak dibayarkan atau disetorkan kepada kas 

negara berupa:  

                                                           
9Mohamad Rayhansyah Dkk, Penanggulangan Badan Narkotika Nasional Terhadap 

Penyalahguna Narkotika YangDilakukan Anak, Jurnal Pampas  Journal Of Criminal Law Volume  

3 Nomor 3, 2022. Fakultas Hukum Universitas jambi,  hlm 339. https://online-

journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/23591/15260 di akses pada 27 juli 2023  

https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/23591/15260
https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/23591/15260
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1. Pungutan negara berupa bea masuk dan pajak (pajak pertambahan 

Nilai/PPn, Pajak Penghasilan/PPh Pasal 22 impor,PPn BM atau PPn 

Barang Mewah) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam 

rangka kegiatan impor  

2. Pungutan negara berupa bea keluar yang pengenaannya bea keluar 

terhadap barang ekspor diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah  

3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangga kegiatan impor 

ekspor barang. 

 

Undang-Undang Kepabeanan Pasal 53 Ayat (1) menyatakan: “untuk 

kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan larangan dan 

pembatasan, instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan/atau 

pembatasan atas impor dan ekspor wajib memberitahukan kepada menteri.” Di 

dalam aplikasinya, instansi teknis menetapkan peraturan larangan dan 

pembatasan dan memberitahu kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia 

untuk dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di lapangan 

pengawasan secara khusus, tentunya harus diberikan terhadap masuknya barang-

barang larangan yang dapat mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara 

salah satu barang tersebut adalah narkotika.  

Dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana penyelundupan, 

peran penyidikan menjadi sangat penting di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

Hal ini bertujuan untuk mengungkap berbagai tindakan pelanggaran dan pola 

operasionalnya. Proses penyidikan tersebut sesuai dengan kewenangan penyidik 

yang diatur dalam KUHAP sebagai Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang memiliki 

wewenang khusus sebagai penyidik. 

Menurut Pasal 112 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, 

wewenang penyidikan berada pada Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 
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Direktorat Jendal Bea dan Cukai yang diberi wewenang khusus sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP) untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang 

kepabeanan. 

Berikut merupakan jumlah kasus pelanggaran penyelundupan narkotika 

yang masuk ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya 

B Jambi melalui ekspedisi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun belakangan. 

Tabel 

Jumlah Kasus Pelanggaran Kepabeanan yang Masuk Ke Kantor 

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya 

Pabean B Jambi Tahun 2019-2023 

No  Waktu Tempat Jumlah  Jenis Barang 

1 05/05/2023 Kerinci 831 gram Marijuana 

2 20/07/2022 Kota Jambi 1109 gram Methampetamine 

3 28/06/2021 Kota Jambi 100 gram Amphetamine 

4 13/03/2021 Kota Jambi 30 gram Tembakau Gorilla 

5 10/05/2020 Kota Jambi 5450 gram  Methampetamine 

6 04/12/2019 Kota Jambi 2644 gram  Extacy 

7 22/05/2019  Kota Jambi 9 botol HPTL mengandung NPP 

 Sumber Data : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe  

Madya B Jambi. 

 

Pada Tabel tersebut di atas terlihat bahwa dalam 4 (Empat) tahun 

belakangan, kasus pelanggaran kepabeanan sangat marak terjadi di Propinsi 

Jambi. Namun di Kota Jambi minimnya pelaku yang dikenakan sanksi pidana, 
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sehingga membuat penulis tertarik melakukan penelitian. Karena dalam 

Undang-Undang Kepabeanan sendiri terdapat sanksi pidana. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang apa saja peranan  bea dan cukai terutama dalam 

pemberantasan tindak pidana penyelundupan narkotika dan dituangkan dalam  

bentuk suatu karya ilmiah dengan judul “PENYIDIKAN TERHADAP 

PENYELUNDUPAN NARKOTIKA DI WILAYAH DIREKTORAT 

JENDERAL BEA DAN CUKAI JAMBI” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu masalah 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penyelundupan di 

kantor wilayah bea dan cukai jambi? 

2. Apa sajakah hambatan dalam penyidikan tindak pidana penyelundupan 

narkotika di Kota Jambi? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan 

yang jelas tentang: 

1. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tindak 

pidana penyelundupan di kantor wilayah bea dan cukai jambi  

2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana 

penyelundupan narkotika di Kota Jambi. 
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2. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk 

memperkaya kajian perpustakaan mengenai tinjauan tentang pelaksanaan 

penyidikan terhadap tindak pidana penyelundupan di kantor wilayah bea 

dan cukai jambi.dan hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan 

memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya, dan 

tindak hukum pidana pada khususnya. 

2. Secara Praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan 

sumbangan pemikiran khusnya bagi Hukum Pidana yang di persembahkan 

sebagai pengabdian pada Almamater. 

D. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan 

antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.10 Untuk 

membahas permasalahan serta memperjelas maksud dari perumusan judul 

penelitian ini agar tidak menimbulkan kesalahan pemahaman arti dan 

menghindari penafsiran yang berbeda-beda sesuai dengan judul yang diajukan 

yaitu :“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Narkotika Oleh 

Pegawai Negeri Sipil Bea Dan Cukai  Di Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan 

Cukai Jambi” 

                                                           
10Ida Hanifah, dkk, Pedoman Penulisan Skripsi. Medan: Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. hlm. 17. 
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1. Pengertian Penyidikan 

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak 

pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan  Pasal 

1 ayat (2) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) 

menjelaskan tentang penyidikan yang berbunyi sebagai berikut: 

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 

merurut cara yang diatur undang-undang ini untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang 

tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.” 

 

Dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (2) KUHAP di 

atas, mejelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap 

tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau 

mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang 

oleh ketentuan pidana itu telah benar-benar terjadi. 

Penyidika ln sebalgalimalnal dimalksud memberitalhukaln dimula linya l 

penyidikaln daln menyalmpalikaln halsil penyidika ln kepaldal Penuntut Umum 

sesuali dengaln ketentualn yalng dialtur dallalm Undalng – Undalng Nomor 8 

Talhun 1981 tentalng Hukum Alcalral Pidalnal. Lebih lalnjut berikut ini alkaln 

dijalbalrkaln kedudukaln daln wewenalng penyidik pega lwali negeri sipil da llalm 

melalksalnalkaln tugals penyidikaln: 
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1. Penyidik pega lwali negeri kedudukalnnyal beraldal dibalwalh11: 

a. “Koordinalsi” penyidik POLRI; 

b. Dibalwalh " 

2. Untuk kepentingalng penyidika ln, penyidik polri “memberika ln 

petunjuk” kepaldal PPNS tertentu da ln memberika ln balntualn 

penyidikaln ya lng diperlukaln (Palsall 107 alya lt (1)) 

3. PPNS tertentu halrus “melalporkaln” kepaldal penyidk polri tentalng 

aldalnyal sualtu tindalk pidalnal yalng sedalng disidik, jikal dalri penyidikaln 

oleh PPNS  ditemuka ln bukti yalng kualt untuk mengaljukaln tindalk 

pidalnalnyal kepaldal penuntut umum (Pa lsall 107 alya lt (2)) 

4. Alpalbilal PPNS telalh selesali melalkukaln penyidikaln halsil penyidika ln 

diseralhkaln kepaldal penuntut umum, ca lral penyeralhalnnyal kepaldal 

penuntut umum dila lkukaln PPNS melallui penyidik polri (Palsall 107 

alya lt (3)) 

5. Alpalbilal PPNS menghentikaln penyidikaln yalng telalh dilalporkaln paldal 

penyidik polri da ln penuntut umum (Palsall 109 alyalt (3)).12 

 

Menurut Andi Sofyan ”Proses penyelidikan atau penyidikan adalah hal 

yang sangat penting dalam hukum acara pidana, sebab dalam pelaksanaannya 

sering sekali harus menyinggung derajat dan/atau martabat individu yang 

berada dalam persangkaan”.13 Oleh karena itu salah satu semboyan penting 

dalam semboyan hukum acara pidana menjelaskan tentang hakekat 

penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan, untuk 

mengejar si pelaku kejahatan, sekaligus menghindarkan orang yang tidak 

bersalah dari tindakan yang seharusnya.  

Berbicara mengenai penyidikan, tentunya berbicara mengenai 

penyidik. Penyidik merupakan orang yang melakukan penyelidikan atau 

penyidikan. Yang berwenang melakukan penyidikan yakni terdiri dari pejabat 

seperti yang dijelaskan pada pasal 1 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai 

                                                           
11 M. Yahya, Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Sinar 

Grafika. 2000. hlm. 113 
12Ibid. hlm. 114 

13 A. Soffyan,Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Yagyakarta. 2003, hal. 87. 



16 
 

 
 

berikut : “Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau 

pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh 

undang-undang untuk melakukan penyidikan.” 

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa yang berwenang melakukan 

penyidikan sebagai tahap lanjut dari penyidikan yakni pejabat penyidik 

POLRI dan pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang oleh undang-

undang. 

2. Tindak Pidana Penyelundupan  

Menurut Baharuddin Lopa, pengertian tentang penyelundupan 

(smuggling atau Smokkle) adalah: “Mengimpor, mengantar pulaukan barang 

dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau 

tidak memenuhi formalitas pabean (douaneformaliteiten) yang ditetapkan 

oleh Peraturan Perundang-undangan”.14 

Menurut Yudi Wibowo Sukinto, pengertian penyelundupan tidak 

termasuk penyelundupan manusia antar negara, karena pengertian tentang 

penyelundupan hanya digunakan khusus untuk kegiatan ekspor dan impor 

barang saja.15 

Dallalm skripsi ini konsep tindalk pidalnal penyelundupaln ya lng digunalkaln 

merujuk paldal ketentualn-ketentualn dallalm Palsall 102 daln Palsall 102Al Undalng-

Undalng Kepalbealnaln. Normal dallalm Palsall 102 menetalpkaln tindalkaln yalng 

dialnggalp sebalgali penyelundupaln, menyaltalkaln: 

                                                           
14Eva Syahfitri Nasution, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana 

Penyelundupan Di Indonesia, Jurnal Mercatoria Vol 8 No 1, Graha Kirana, hlm. 3.  
15Ibid. hlm 3. 
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a. Mengalngkut balralng impor yalng tidalk tercalntum dallalm malnifest  

sebalgalimalnal dimalksud dallalm Palsall 7Al alyalt (2); 

b. Membongkalr balralng impor di lualr kalwalsaln palbealn altalu tempalt lalin 

talnpal izin kepallal kalntor palbealn; 

c. Membongkalr balralng impor yalng tidalk tercalntum dallalm 

pemberitalhualn palbealn sebalgalimalnal dimalksud dallalm Palsall 7Al alyalt 

(3); 

d. Membongkalr altalu menimbun balralng impor yalng malsih dallalm 

pengalwalsaln palbealn di tempalt selalin tempalt tujualn yalng ditentukaln 

daln/altalu diizinkaln; 

e. Menyembunyikaln balralng impor secalral melalwaln hukum; 

f. Mengelualrkaln balralng impor ya lng belum diselesalikaln kewaljibaln 

kepalbealnalnnyal dalri kalwalsaln palbealn altalu dalri tempalt penimbunaln 

berikalt altalu dalri tempalt lalin di balwalh pengalwalsaln palbealn talnpa l 

persetukualn pejalbalt be daln cukali ya lng mengalkibaltkaln tidalk 

terpenuhinyal pungutaln negalral berdalsalrkaln Undalng-Undalng ini; 

g. Mengalngkut balralng impor dalri tempalt penimbunaln sementalral altalu 

tempalt penimbunaln berikalt ya lng tidalk salmpali ke kalntor palbealn 

tujualn daln tidalk dalpalt membuktikaln balhwal hall tersebut di lualr 

kemalmpualnnyal; altalu 

h. Dengaln sengaljal memberitalhukaln jenis daln/altalu jumlalh balralng 

impor dallalm pemberitalhualn palbealn secalral sallalh, dipidalnal kalrena l 

melalkukaln penyelundupaln dibidalng impor dengaln pidalnal penjalra l 

palling singkalt 1 (saltu) talhun daln pidalnal penjalral  palling lalmal 10 

(sepuluh) talhun daln pidalnal dendal palling sedikit RP. 50.000.000,00 

(limal puluh jutal rupialh( daln palling balnya lk Rp. 5.000.000.000,00 

(limal milialr rupialh). 

 

 

Normal dallalm Palsall 102Al menetalpkaln tindalkaln yalng dialnggalp sebalgali 

penyelundupaln, menya ltalkaln: 

a. Mengekspor balralng talnpal menyereralhkaln pemberitalhualn palbealn; 

b. Dengaln sengaljal memberitalhukaln jenis daln/altalu jumlalh balralng 

ekspor dallalm pemberitalhualn palbealn secalral sallalh sebalgalimalna l 

dimalksud dallalm Palsall 11Al alyalt (1) yalng mengalkibaltkaln tidalk 

terpenuhinyal pungutaln negalral di bidalng ekspor; 

c. Memualt balralng eksor dilualr kalwalsaln palbealn talnpal izin kepallal 

kalntor palbealn sebalgalimalnal dimalksud dallalm Palsall 11Al alyalt (3); 

d. Membongkalr balralng ekspor di dallalm daleralh palbealn talnpal izin 

kepallal kalntor palbealn altalu; 

e. Mengalngkut balralng ekspor talnpal dilindungi dengaln dokumen yalng 

salh sesuali dengaln pemberitalhualn palbealn sebalgalimalnal dimalksud 

dallalm Palsall 9Al alya lt (1) dipidalnal kalrenal melalkukaln penyelundupaln 
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di bidalng ekspor dengaln pidalnal penjalral palling singkalt 1 (saltu) talhun 

daln pidalnal penjalral palling lalmal 10 (sepuluh) talhun daln pidalnal denda l 

palling sedikit Rp. 50.000.000,00 (limal puluh jutal rupialh) daln palling 

balnya lk Rp. 5.000.000.000,00 (limal milialr rupialh). 

 

3. Direktorat Bea dan Cukai 

Dalam merealisasikan pajak- pajak negara, di Indonesai dikenal 

lembaga  pelaksana pajak yang terdiri dari Direktorat Jendral Pajak dan 

Direktur Jendral Bea dan Cukai yang keduanya merupakan bagian dari 

Kementrian Keuangan. Keberadaan kedua lembaga ini sangat berhubungan 

erat terkait upaya pengelolaan sumber penerimaan negara. Namun perlu 

diketahui, meskipun kedua lembaga ini berada dibawah Kementrian 

Keuangan, namun secara umum pengaturan dilakukan secara terpisah. 

“Istilah dan pengertian Bea dan Cukai tertuang pada Undang-Undang 

Kepabeanan. Pengertian Bea adalah pungutan negara yang dikenakan 

terhadap barang-barang yang dimpor dan diekspor. Sedangkan untuk 

pengertian Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap 

barang-barang tertentu yang mempunyai sifat ataupun karakteristik 

yang ditetapkan dalam undang-undang.”16 

 

Bea dan Cukai merupakan institusi global yang hampir semua negara 

di dunia memilikinya. Di forum internasional bea cukai mempunyai istilah 

Administrasi Pabean (Costums Adminitration) yang ruang lingkup tugasnya 

meliputi kepabeanan dan cukai atau hanya bidang kepabeanan saja. Lembaga 

bea cukai setelah Indonesia merdeka dibentuk pada tanggal 1 Oktober 1945 

dengan nama Pejabat Bea dan Cukai, yang kemudian pada tahun 1948 

berubah menjadi Jawatan Bea dan Cukai sampai tahun 1965. Setelah tahun 

1965 hingga sekarang, nama lembaganya berubah menjadi Direktorat Jendral 

                                                           
16Nur Ayuni, Ibid. hlm 6.  
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Bea dan Cukai (DJBC). DBJC merupakan unit eselon I di bawah Kementrian 

Keuangan yang dipimpin oleh Direktur Jendral.17 Pada direktorat jenderal 

Bea dan Cukai terdapat pejabat pegawai negeri sipil yang ditunjuk sebagai 

penyidik. PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) ini diberi wewenang khusus 

untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan.18 

Dalam hal ini pejabat bea dan cukai merupakan pegawai pejabat negeri 

sipil yang diberikan kewenangan sesuai dalam undang-undang untuk 

melakukan penyidikan terkait kejahatan kepabeanan dan cukai. Wewenang 

pejabat bea cukai dalam melakukan penyidikan terdapat juga dalam Pasal 112 

ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, yang 

menyatakan: “Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat 

Jendral Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik 

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang 

Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang 

Kepabeanan.” 

Di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang 

Kepabeanan, Penyidik Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud ayat (1) karena 

kewajibannya berwenang: 

4. Menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya 

tindak pidana kepabeanan; 

                                                           
17Burhanuddin, Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cuka,  Yustisia, Yogyakarta, 2013, 

hlm. 9. 
18Adrian Sutedi, Op.Cit. hlm 370   
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5. Memanggil orang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka 

atau saksi; 

6. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dengan tindak 

pidana di bidang kepabeanan; 

7. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang 

disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan; 

8. Memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap 

orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan 

bukti adanya tindak pidana di bidang kepabeanan; 

9. Memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut 

undang-undang ini dan pembukan lainnya yang terkait; 

10. Mengambil sidik jadi orang; menggeledah rumah tinggal, pakaian, 

atau badan; 

11. Menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang 

yang dapat didalamnya aapabila dicurigai adanya tindang pidana di 

bidang kepabeanan; 

12. Menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang 

dapat dijadikan barang bukti sehubungan dengan tindak pidana di 

bidang kepabeanan; 

13. Memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang 

dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di 

bidang kepabeanan; 

14. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan 

pemeriksaan perkara tindak pidanan di bidang kepabeanan; 

15. Menyuruh orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang 

kepabeanan serta memeriksa tanda pengenal diri terssangka; 

16. Menghentikan penyidikan; 

17. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 

tindak pidana di bidang kepabeanan menurut hukum yang 

bertanggung jawab. 

 

Menurut M. Yahya Harahap meskipun memiliki kedudukan dan 

wewenang penyidik pegawai negeri sipil  dalam melaksanakan tugas dan 

penyidikan tetapi harus tetap berkoordinasi dengan penyidik polri, sebagai 

berikut : 

1. Penyidik pegawai negeri sipil dalam hal ini penyidik bea dan cukai 

kedudukannya berada di bawah koordinasi penyidik dan 

pengawasan Polri; 

2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik polri memberi petunjuk 

kepada penyidik pegawai ngeri sipil tertentu, dan memberikan 

bantuan penyidik yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1)) 
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3. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu, harus melaporkan kepada 

penyidik polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang 

disidik, jika dari penyidikan itu oleh penyidik negeri sipil ada 

ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya 

kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (2)) 

4. Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai melakukan 

penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada 

penuntut umum (Pasal107 ayat (3)) 

5. Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan 

yang telah dilaporkan pada penyidik polri, penghentian penyidikan 

itu harus diberitahukan kepada penyidik polri dan penuntut umum 

(Pasal 109 ayat (3))19 

 

4.  Nalrkotikal 

Pengertialn Nalrkotikal Menurut Palsall 1 alyalt (1) Undalng-Undalng 

Nomor.35 Talhun 2009 Tentalng Nalrkotikal, di sebutkaln balhwal ya lng di 

malksud dengaln nalrkotikal aldallalh zalt altalu obalt yalng beralsall dalri talnalmaln altalu 

bukaln talnalmaln, balik sintetis malupun semi sintetis, yalng dalpalt menyebalbkaln 

penurunaln altalu perubalhaln kesaldalraln, hilalngnyal ralsal, menguralngi salmpali 

mengghilalngkaln ralsal nyeri, daln dalpalt menimbulkaln ketergalntungaln, yalng di 

bedalkaln kedallalm golongaln-golongaln sebalgali malnal terlalmpir dallalm Undalng-

Undalng. 

E. Lalndalsaln Teoretis  

 Dallalm pembalhalsaln permalsallalhaln penelitialn didalsalrkaln paldal keralngkal 

teoretik yalng merupalkaln lalndalsaln teoretis daln lalndalsaln ini merupalkaln upalya l 

untuk mengidentifikalsi teori hukum umum/khusus,konsep-konsep hukum, alsals-

alsals hukum daln lalin-lalin ya lng alkaln dipalkali sebalgali lalndalsaln untuk membalhals 

                                                           
19M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAp Penyidikan dan 

Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 113. 
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permalsallalhaln penelitialn.20 Penyelundupan narkotika yang terjadi di kota jambi  

jambi merupakan bagian dari kejahatan pabeanan, kejahatan ini merupakan 

kejahatan yang merugikan perekonomian bangsa dan negara.  

1. Teori Peradilan Pidana 

Dalam sistem peradilan pidana, due process of law diartikan sebagai 

suatu proses hukum yang baik, benar dan adil. Pengadilan yang adil 

merupakan suatu usaha perlindungan paling dasar untuk menjamin bahwa 

para individu tidak dihukum secara tidak adil. Proses hukum yang demikian 

terjadi apabila aparat penegak hukum yang terkait dengan proses tersebut, 

tidak hanya melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada, tetapi 

juga memastikan agar semua hak tersangka/terdakwa yang telah ditentukan 

diterapkan. Proses hukum adil juga wajib mengimplementasikan asas-asas 

dan prinsip-prinsip yang melandasi proses hukum yang adil tersebut 

(meskipun asas atau prinsip tersebut tidak merupakan peraturan hukum 

positif).21 

 Pada dasarnya, aspek pemidanaan merupakan “puncak” dari Sistem 

Peradilan Pidana yaitu dengan dijatuhkan putusan hakim. Secara teoritik, 

dalam kepustakaan baik menurut ruang lingkup sistem Anglo-Saxon maupun 

Eropa Kontinental terminologi peradilan pidanasebagai sebuah sistem relatif 

masih diperdebatkan. Konkretnya, secara lebih gradual Sistem Peradilan 

                                                           
20Supasti Dharnawati Ni Ketut, metode penelitian hukum empiris, Jakarta : Rineka 

Cipta,2008, hlm.6. 
21Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Penerbit UNDIP, 1998, hlm 

5 
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Pidana dapat dikaji melalui pendekatan dimensi hukum, sosiologi, ekonomi 

dan menajemen sebagaimana asumsi dan deskripsi Satjipto Rahardjo 

bahwasanya:22 

 “Ada beberapa pilihan untuk mengkaji suatu lembaga hukum seperti 

sistem peradilan pidana (criminal justice system-SPP), yaitu dengan 

pendekatan hukum dan dengan pendekatan yang lebih luas, seperti 

sosiologi, ekonomi dan manajemen. Dari segi profesional, SPP lazim 

dibicarakan sebagai suatu lembaga hukum yang berdiri sendiri. Di sini 

kita memberikan perhatian terhadap asas, doktrin dan perundang-

undangan yang mengatur SPP tersebut. Dalam ilmu hukum, pendekatan 

seperti itu disebut positivis-analitis.”  

 

Remington dan Ohlin mengemukakan bahwa criminal justice system 

sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi 

peradilan pidana. Peradilan Pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil 

interaksi antar peraturan perUndang-Undangan, praktik administrasi, dan 

sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung 

implikasi suatu proses yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara 

efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.23 

Kemudian Hagan membedakan pengertian Criminal justice system dan 

criminal justice process. Criminal justice process adalah setiap tahap dari 

suatu putusan yang menghadapkan tersangka ke dalam proses yang 

membawanya kepada penentuan pidana baginya. Criminal justice system 

adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam 

proses peradilan pidana.24 

                                                           
22Satjipto Rahadjo, Sistem Peradilan Pidana Dalam Wacana Kontrol Sosial, Jurnal Hukum 

Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/Nomor I/1998, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 97   
23Ruslan Renggong. Hukum Acara Pidana Edisi Revisi. Jakarta: Kencana,2014, hlm 35 
24Ibid, hlm 36   
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Sementara itu, Barda Nawawi Arief mengartikan sistem peradilan 

pidana sebagai suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, 

berhubungan erat dengan peraturan per Undang-Undangan pidana itu sendiri, 

baik hukum pidana substansif maupun hukum acara pidana. Pada dasarnya, 

sistem peradilan pidana merupakan penegakan hukum pidana in-abstracto 

yang akan diwujudkan kedalam penegakan hukum inconcreto. 

Sistem peradilan pidana diartikan secara lebih jelas oleh Mardjono 

Reksodiputro, sebagai sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari 

lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana. 

Dalam bukunya yang lain, Mardjono Reksodiputro, mengemukakan bahwa 

sistem peradilan pidana (criminal justice system) merupakan sistem dalam 

suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi 

diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas 

toleransi masyarakat. Dengan demikian, tujuan sistem peradilan pidana 

anatar lain: (a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; (b) 

menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa 

keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan (c) mengusahakan 

agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi 

kejahatannya. 

Muladi, mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu jaringan 

(network) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiel, hukum 

pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana. Lebih lanjut Muladi, 

memaknai integrated criminal justice system sebagai sinkronisasi atau 
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keserempakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam (1) sinkronisasi 

struktural (structural synchronization), yaitu keserempakan dan keselarasan 

dalam kerangka hubungan antara lembaga penegak hukum; (2) sinkronisasi 

substansial (substansial synchronization), yaitu keserempakan dan 

keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan 

hukum positif; (3) sinkronisasi kultural, yaitu keserempakan dan 

keselarasandalam menghayati pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang 

secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.25 

F. Metode Penelitialn 

Untuk mendalpaltkaln kebenalraln terhaldalp solusi yalng telalh diusulkaln, 

diperlukaln peneralpaln metode khusus dallalm mengumpulkaln daltal altalu informalsi 

ya lng mendukung penelitialn ini, yalitu sebalgali berikut: 

1. Tipe Penelitialn  

Jenis penelitialn menggunalkaln Penelitialn yuridis  Empiris. Penelitialn 

empiris yalitu penelitialn hukum yalng difokuskaln paldal sualtu alturaln hukum 

altalu peralturaln-peralturaln yalng kemudialn dihubungkaln dengaln kenya ltalaln 

ya lng aldal dilalpalngaln.26 daln selalnjutnyal melihalt pralkteknya l di Kalntor 

Pengalwalsaln daln Pelalyalnaln Beal daln Cukali Tipe Maldya l Palbealn B Jalmbi. 

Penelitialn ini merupalkaln penelitialn terhaldalp efektivitals hukum yalng 

merupalkaln penelitialn yalng membalhals balgalimalnal hukum beroperalsi dallalm 

                                                           
25 Ibid, hlm. 158. 
26Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2012, hlm 10 
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malsyalralkalt. Falktor falktor ya lng dalpalt mempengalruhi hukum itu berfungsi 

dallalm malsya lralkalt yalitu: 

(1) kalidalh hukum / peralturaln itu sendiri;  

(2) petugals altalu penegalk hukum;  

(3) salralnal altalu falsilitals yalng digunalkaln oleh penegalk hukum;  

(4) kesaldalraln malsyalralkalt.27 

2. Lokalsi Penelitialn  

Penelitialn ini alkaln dilalkukaln di kalntor pengalwalsaln daln pelalyalnaln Bea l 

daln Cukali Tipe Maldya l Palbealn B Jalmbi. dengaln mengalmbil daltal riset yalng 

diperlukaln dengaln mengalnallisis kalsus berkalitaln dengaln judul penulisaln 

skripsi yalitu kalsus tentalng tindalk pidalnal penyeludupaln nalrkotikal. 

3. Penentua ln Jenis  daln Sumber dalta l  

Sumber daltal diperlukaln gunal memperoleh daltal yalng objektif, dallalm 

alrti lalin sumber daltal aldallalh semual informalsi balik yalng merupalkaln falktal, 

sesualtu yalng albstralk,peristiwal/ gejallal secalral kuallitaltif, malkal sumber daltal 

ya lng digunalkaln dallalm penelitialn ini, aldallalh sebalgali berikut : 

al. Sumber Daltal Primer yalitu daltal ya lng diperoleh lalngsung dalri sumber utalmal, 

daltal primer diperoleh dalri informaln altalu  nalsalsumber yalng berhubungaln 

dengaln penelitialn ini yalng beralsall dalri daltal di lalpalngaln altalu halsil 

observalsi.  

b. Balhaln Hukum Sekunder ya litu balhaln hukum yalng memberikaln penjelalsaln 

mengenali balhaln hukum primer, seperti balhaln hukum yalng mempunyali 

                                                           
27H. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.31 
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otoritals (aluthoritaltif) yalng terdiri dalri Peralturaln Perundalng-undalngaln, 

ya litu Undalng-Undalng Nomor.17 Talhun 2006 tentalng Kepalbealnaln, 

Undalng-Undalng Nomor.35 Talhun 2009 tentalng Nalrkotikal, daln halsil-halsil 

penelitialn, halsilnya l dalri kallalngaln hukum, daln seterusnyal. 

c. Balhaln Hukum Tersier ya litu balhaln hukum yalng mendukung balhaln hukum 

primer daln balhaln hukum sekunder dengaln memberikaln pemalhalmaln daln 

pengertialn altals balhaln hukum lalinnya l, seperti ensiklopedial daln balhaln dalri 

internet. 

4. Populalsi daln Salmpel Penelitialn 

Penalrikaln salmpelnya l dilalkukaln secalral Purposive Sa lmpling yalitu 

penalrikaln salmpel berdalsalrkaln kriterial-kriterial tertentu. Kriterial tertentu ya lng 

termalsuk dallalm hall ini aldallalh oralng-oralng ya lng kalrenal tugals, jalbaltaln daln 

kewenalngalnnyal dialnggalp mengetalhui daln menjalwalb permalsallalhaln yalng 

aldal. Aldalpun salmpel respondennya l: 

1. Kepallal Subseksi Penyidikaln daln Balralng Halsil Penindalkaln  

2. Kepallal subseksi penindalkaln daln  salralnal operalsi  

5. Teknik Pengumpulaln Daltal 

a. Daltal Primer 

Tehnik ya lng digunalkaln dallalm pengumpulaln daltal primer,yalkni 

walwalncalral, resonden daln palral pihalk ya lng berkalitaln dengaln penelitialn ini.  

b. Daltal Sekunder  

Dallalm penelitialn hukum ini, metode pengumpulaln daltal yalng 

digunalkaln aldallalh studi kepustalkalaln (libralry resealrch). Penelitialn ini 

bertujualn untuk mengumpulkaln daltal sekunder dengaln meneliti daln 
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menyelidiki sumber-sumber kepustalkalaln, seperti literaltur, halsil penelitialn, 

sertal mengkalji malteri tertulis yalng relevaln dengaln permalsallalhaln ya lng 

alkaln dibalhals. Sumber daltal meliputi buku-buku ilmialh, peralturaln 

perundalng-undalngaln, daln dokumen-dokumen terkalit. Selalin itu, 

penelitialn jugal mencalkup pengumpulaln daltal primer melallui walwalncalra l 

dengaln pihalk-pihalk terkalit 

6. Pengolalhaln Daltal daln Alnallisal Daltal  

Daltal ya lng diperoleh dalri seluruh sumber yalng terhimpun 

diklalsifikalsikaln terlebih dalhulu, kemudialn disusun dallalm alnallisis kuallitaltif. 

Pendekaltaln ini mencalkup penjalbalraln daltal secalral bermutu dallalm bentuk 

kallimalt yalng terstruktur, sistemaltis, logis, tidalk tumpalng tindih, daln efektif. 

Tujualnnya l aldallalh mempermudalh interpretalsi daltal sertal pemalhalmaln halsil 

alnallisis. Selalnjutnyal, halsil dalri sumber hukum tersebut dikonstruksi menjaldi 

kesimpulaln dengaln menggunalkaln logikal berfikir induktif, di malnal penallalraln 

berlalku khusus paldal malsallalh tertentu daln situalsi konkret ya lng dihaldalpi. Oleh 

kalrenal itu, alspek-alspek ya lng dirumuskaln secalral spesifik diteralpkaln paldal 

situalsi umum, sehinggal halsil alnallisis malmpu memberikaln jalwalbaln terhaldalp 

permalsallalhaln dallalm penelitialn. 

G. Orasinilitas Penelitian  

Karya akademik khususnya skripsi, harus memperlihatkan bahwa karya 

itu orisinil (keaslian). Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa 

penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang sama dalam hal tema 

dan kajian. Namun terdapat beberapa perbedan seperti halnya kriteria subjek 
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jumlah posisi variabel penelitian ataupun dalam hal penggunaan dalam merode 

analisis.  

Untuk lebih memudahkan penulis dalam membandingkan 

keorisinalitasnya maka penulis mengambil beberapa penelitian sebagai berikut, 

penelitian oleh Nantama Mulyana (2017) dengan judul penelitian “Peranan 

Penyidik Bea Cukai Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan 

Narkotika Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai 

Kualanamu”. Lalu penelitian dari Edy Irawan (2011) dengan judul Proses 

Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Di Polres Tarakan”.  

Dari beberapa hasil penelitian karya ilmiah yang diambil terdapat 

kesamaan, diantaranya yaitu pada temanya. Namun penelitian tersebut memiliki 

pembeda dari penelitian yang akan dikaji. Yaitu ada pada posisi variabel dan 

metode penelitiannya, karena pada penelitian ini akan  mengambil posisi 

variabel yang berbeda dari penelitian sebelumnya, seperti pada contoh penelitian 

yang pertama oleh Nantama Mulyana  dilakukan di daerah yang berbeda dan 

kemudian membahas mengenai tentang peranan penyidik bea cukai dalam 

pemberantasan penyelundupan narkotika, sedangkan pada penelitian berfokus 

kepada pelaksanaan proses penyidikan hukum pidana dalam tindak pidana 

penyelundupan narkotika. 

Selanjutnya jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu oleh Edy 

Irawan,dari beberapa hasil penelitian ini ada kesamaan,diantaranya pada 

temanya. Namun penelitian ini memiliki pembeda dari penelitian yang akan 

dikaji, yaitu pada posisi variabel dan juga metode penelitiannya, karena pada 
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penelitian ini penulis akan mengkaji dengan instansi yang berbeda dan orang dan 

tempat dan juga metode penelitian  yang berbeda.  

H. Sistemaltikal Penulisaln  

Skripsi ini terdiri dalri empalt balb dengaln sistemaltikal sebalgali berikut:  

BAlB I PENDAlHULUAlN 

Dallalm balb ini diuralikaln mengenali laltalr belalkalng malsallalh, perumusaln 

malsallalh, tujualn daln malnfalalt malsallalh, keralngkal konseptuall, keralngkal 

teori, metode penelitialn sertal               sistemaltikal penulisaln. Balb ini merupalkaln 

balb Pendalhulualn daln merupalkaln lalndalsaln untuk balb berikutnya l. 

BAlB II TINJAlUAlN TENTAlNG PENYIDIKAN, TINDAK PIDANA 

PENYELUDUPAlN NAlRKOTIKA  

 

Dallalm balb ini penulis alkaln membalhals daln menguralikaln tinjalualn umum 

dalri penyidikan hukum pidalnal dallalm tindalk pidalnal penyeludupaln, sertal 

tinjalualn dalri tindalk pidalnal penyelundupaln, alntalral lalin pengertialn tindalk 

pidalnal penyelundupaln, unsur-unsur tindalk pidalnal penyelundupaln, jenis-

jenis tindalk pidalnal penyelundupaln, falktor-falktor ya lng mendorong 

timbulnyal tindalk pidalnal penyelundupaln, daln kerugialn negalral yalng 

ditimbulkaln alkibalt tindalk pidalnal penyelundupaln. 

BAlB III PEMBAlHAlSAlN TENTAlNG PELAlKSAlNAlAlN PENYIDIKAlN 

PENYELUNDUPAlN NAlRKOTIKAl DI KAlNTOR WILAlYAlH 

DIREKTORAlT JENDERAlL BEAl DAlN CUKAlI JAlMBI 

 

Balb ini merupalkaln pembalhalsaln yalng berkalitaln dengaln, balgalimalna l 

pelalksalnalaln penyidikan tindak pidana penyelundupan oleh pegalwali 

pejalbalt negeri sipil beal daln cukali di kalntor wilalyalh direktoralt jenderall beal 
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daln cukali jalmbi. sertal halmbaltaln-halmbaltaln beal daln cukali dallalm 

melalksalnalkaln peralnalnnyal dallalm memberalntals penyelundupaln nalrkotikal.  

BAlB IV PENUTUP 

Balb ini merupalkaln balb penutup yalng berisikaln kesimpulaln dalri uralialn balb 

pembalhalsaln daln berisikaln salraln yalng berkenalaln dengaln permalsallalhaln 

ya lng dibalhals paldal balb pembalhalsaln. 

 

 

 

 


